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BAB I 

PEMBAGIAN PERAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

 

SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi SAKIP 

Pemerintah Daerah Provinsi dan SAKIP Perangkat Daerah. SAKIP Perangkat 

Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui arahan 

kebijakan, verifikasi dan validasi Tim SAKIP PEMDA. SAKIP Pemerintah Daerah 

Provinsi dikelola oleh Tim SAKIP Pemda dengan pembagian peran sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan kinerja diampu oleh Bappeda 

Bappeda memiliki peran menyusun pedoman, membina dan 

memvalidasi penyelenggaran SAKIP dimensi perencanaan kinerja. Bappeda 

juga dapat menjadi evaluator dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal 

dibawah koordinasi Inspektorat. 

2. Pengukuran kinerja diampu oleh Bappeda 

Bappeda memiliki peran menyusun pedoman, membina dan 

memvalidasi penyelenggaran SAKIP dimensi pengukuran kinerja. Bappeda 

juga dapat menjadi evaluator dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal 

dibawah koordinasi Inspektorat. 

3. Pelaporan kinerja diampu oleh Biro Organisasi 

Biro Organisasi memiliki peran menyusun pedoman, membina dan 

memvalidasi penyelenggaran SAKIP dimensi pelaporan kinerja. Biro 

Organisasi juga dapat menjadi evaluator dalam evaluasi akuntabilitas 

kinerja internal dibawah koordinasi Inspektorat. 

Biro Organisasi juga memiliki peran dalam tata kelola penyelenggaraan 

SAKIP Pemerintah Daerah yaitu merumuskan dan memastikan seluruh tim 

SAKIP memiliki performa yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan 

tentang tata kelola penyelenggaraan SAKIP. 

4. Evaluasi kinerja diampu oleh Inspektorat. 

Inspektorat memiliki peran menyusun pedoman, membina dan 

memvalidasi penyelenggaran SAKIP dimensi evaluasi kinerja. Inspektorat juga 

dapat menjadi evaluator dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal. 
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BAB II 

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA 

 

 

2.1. Pedoman Manajemen Kinerja Terintegrasi 

Manajemen Kinerja Instansi Pemerintahan Terintegrasi adalah sebuah 

konsepsi inovatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengintegrasikan 

sistem manajemen kinerja institusi dengan sistem manajemen kinerja Individu. 

Manajemen Kinerja terintegrasi bertujuan untuk: 

1. Sinkronisasi kinerja institusi dengan kinerja individu 

2. Menciptakan single input sistem perencanaan, pengukuran dan pelaporan 

kinerja 

3. Efisiensi dalam monitoring kinerja 

4. Pengelolaan data base kinerja terintegrasi (kinerja institusi dan kinerja 

individu) 

Manajemen Kinerja terintegrasi menjamin adanya korelasi antara kinerja 

Gubernur sampai dengan kinerja pelaksana, sehingga kedepannya bentuk-

bentuk inovasi apapun harus mengarah kepada Indeks Kinerja Utama (IKU) 

Gubernur. 

 

 

Manajemen kinerja institusi meliputi perjenjangan kinerja, penerjemahan 

pohon kinerja kedalam perencanaan pembangunan dan perencanaan 

pembangunan perangkat daerah serta perjanjian kinerja. Adapun manajemen 

kinerja individu meliputi penyusunan SKP. Melalui manajemen kinerja 

terintegrasi, penyusunan SKP dimulai dari penyusunan penjenjangan kinerja 

hingga penyusunan perjanjian kinerja secara terintegrasi. Dengan demikian 

terdapat hubungan korelasi yang jelas antara kinerja individu dengan kinerja 

organisasi. 
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2.1.1. Pedoman Perjenjangan Kinerja 

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur 

logika sebab- akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam 

menghasilkan outcome yang diinginkan. Secara teoretis, konsep pohon kinerja 

mengadopsi konsep logic model yang merupakan salah satu pendekatan 

perencanaan yang sering digunakan menganalisis proses/tahapan logis yang 

diperlukan dalam mencapai outcome yang diinginkan. 

• Model Logis (logic model): Merupakan alat/metode yang digunakan untuk 

membantu proses berpikir logis dalam menjabarkan bagaimana berbagai 

kondisi komponen saling terkait dan berinteraksi untuk menciptakan 

kondisi hasil yang diinginkan (Poister, 2003). 

• Merupakan representasi grafis sederhana dari suatu sistem yang 

menunjukkan relasi logis suatu proses transformasi dari input menjadi 

output untuk mewujudkan keluaran (outcome/result). 

Model logis terdiri dari tahapan kondisi yang saling 

berkaitan/berhubungan dalam membentuk outcome/hasil yang diharapkan. 

Tahapan kondisi ini membentuk sebuah alur logis yang tersistem yang sering 

dinamai dengan rantai nilai (value chain), yang model sederhananya terdiri dari 

input, proses, output, outcome. Input merupakan besaran sumber daya yang 

dibutuhkan sebuah organisasi untuk memproduksi output (keluaran) baik 

barang maupun jasa. Proses merupakan aktivitas atau upaya yang dilakukan 

untuk mengolah input menjadi output. Output merupakan barang/jasa yang 

dihasilkan oleh sebuah organisasi dalam rangka mencapai outcome. Sedangkan 

outcome adalah hasil dari berfungsinya output. 

Tabel 1. Contoh Aktivitas Output dan Outcome 

Aktivit

as 

Outp

ut 

Outcom

e 

Menulis Tulisan / buku Buku dibaca 

Menjahit Pakaian Pakaian digunakan 

Patroli keamanan Wilayah yang 

dilakukan 

patrol keamanan 

Aman/ tertib/ tidak ada 

kejahatan 

Pembangunan jalan Jalan terbangun Kelancaran mobilitas/akses 

terbuka 

Skema di atas adalah skema paling sederhana dari sebuah model logis. 

Dari skema tersebut dapat diketahui bahwa outcome dapat dihasilkan jika 

output berfungsi dan tepat. Selain itu, yang paling harus dipahami adalah 

membedakan output dengan outcome. Output merupakan barang/jasa yang 

dihasilkan dari sebuah aktivitas pada sebuah organisasi. Sedangkan outcome 

adalah hasil dari berfungsinya output tersebut.  

 

Ketika menetapkan kinerja, sebuah organisasi pemerintah khususnya 

diwajibkan untuk menghasilkan outcome, tidak hanya output. Karena tentunya 

output belum cukup untuk menjawab alasan keberadaan dari organisasi 

tersebut. 
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Gambar 1. Model Logis Sederhana 

 

 

 

 

Gambar 1 tentang model logis adalah skema paling sederhana yang 

terjadi. Dalam kenyataannya, tahapan/alur logis yang terjadi lebih kompleks, 

bervariasi, dan lebih Panjang. Sebuah model logis dari sebuah program 

seringkali membutuhkan tahapan kondisi yang lebih panjang. Setiap output 

pun, tidak selalu langsung menghasilkan outcome yang diinginkan. Terdapat 

kondisi antara output dan outcome yang ingin dicapai, kondisi antara tersebut 

sering disebut juga dengan outcome antara (intermediate outcome), dan outcome 

pendahuluan (initial/immediate outcome). 

Gambar 2. Tahapan Outcome dalam logic model 

 

Selain itu, sebuah outcome juga biasanya juga dihasilkan oleh lebih dari satu output. 

Sehingga bentuk dari logic model bukanlah sebuah model yang linear. 

 

Gambar 3. Sebuah Outcome Hasil Dari Berfungsinya Berbagai Output 

 

 

Dalam menyusun pohon kinerja, yang perlu dilakukan oleh Perangkat 

Daerah adalah mengubah alur berpikir logis dari sebuah skema model logis, 

yang awalnya dimulai dari input dan berakhir pada outcome, menjadi dimulai 

dari outcome yang diinginkan dan berakhir pada input, sebagaimana yang 

terlihat pada gambar di bawah ini. 

Gambar 4. Menyusun Pohon Kinerja Dimulai dari Outcome 
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Dalam sebuah organisasi, setidaknya dikenal 3 level kinerja (sasaran 

kinerja), yaitu sasaran/kinerja level strategis (strategic objectives), 

sasaran/kinerja level taktis (tactical objectives), dan sasaran/kinerja level 

operasional (operational objectives). 

 

 

Sasaran/kinerja level strategis biasanya berupa hasil (result) yang harus 

diwujudkan oleh sebuah organisasi. Biasanya statement-nya menggambarkan 

perubahan kondisi suatu masyarakat menjadi lebih baik, misal: menurunnya 

kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, menurunnya 

kemacetan, dll. Sasaran/kinerja level taktis biasanya berupa efektivitas/hasil 

dari sebuah program. Program sendiri dapat diartikan dengan sekumpulan 

aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil, yang termuat dalam 

sasaran/kinerja strategis. Sedangkan sasaran operasional biasanya berisi 

accomplishment atau penyelesaian suatu kegiatan/aktivitas. Setiap level dalam 

piramida kinerja di atas tidak merepresentasikan satu jabatan/posisi tertentu 

dalam organisasi. Bisa saja dalam kinerja/sasaran operasional diisi oleh 

beberapa jabatan pada jenjang yang berbeda. 

Piramida di atas juga menunjukkan bahwa seharusnya kinerja strategis 

diisi oleh kondisi final outcome/longer term outcome, kinerja taktis diisi oleh 

outcome antara (intermediate outcome/initial outcome), dan kinerja operasional 

diisi oleh output-output. Semakin ke bawah jenjang maka kinerjanya akan 

semakin teknis/operasional, 

Outcome/hasil tersebut harus dihasilkan dari serangkaian proses 

keputusan strategis yang melibatkan para Kepala Perangkat Daerah Tentunya, 

statement outcome/hasil tersebut harus sesuai dengan isu strategis, mandat, 

dan alasan keberadaan organisasi.  

Skema yang terlihat pada gambar 6 akan lebih mengarahkan Perangkat 

Daerah untuk menetapkan desain program/kegiatan (proses) yang lebih 

berfungsi, tepat, dan bermanfaat bagi pencapaian outcome/hasil. Perangkat 

Daerah  akan mendapatkan gambaran utuh atas kondisi-kondisi yang 

diperlukan, termasuk output apa yang harus dihasilkan, agar outcome/hasil 

tercapai. Apabila hal ini terwujud, maka input yang akan digunakan akan 

menjadi lebih efektif dan efisien. Pengembangan pohon kinerja juga sebaiknya 

dilakukan berdasarkan level organisasi, sehingga terdapat beberapa level pohon 

kinerja berdasarkan tingkatan organisasinya, seperti pohon kinerja level 

organisasi, pohon kinerja level unit organisasi, pohon kinerja level satuan kerja 

dan seterusnya. 
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Dalam membangun pohon kinerja, terdapat beberapa prinsip yang harus 

dipegang teguh Perangkat Daerah  untuk mendapatkan logika yang ideal. Prinsip 

tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip 

penyusunan. 

Gambar 6. Skema Pohon Kinerja 

 

2.1.1.1. Prinsip-prinsip Umum Membangun Pohon Kinerja 

1. Logis, yakni suatu pohon kinerja harus menggambarkan hubungan 

‘sebab-akibat’ ataupun ‘jika-maka’. Pohon kinerja disusun untuk 

mengawal ketepatan logika. Kondisi yang berada di level/hierarkhi lebih 

tinggi adalah akibat/hasil dari kondisi/hierarkhi dibawahnya. 

2. Empiris, yakni suatu pohon kinerja harus berdasarkan kondisi/isu 

strategis/permasalahan faktual yang terjadi. Fungsi pohon kinerja adalah 

untuk mendapatkan alternatif solusi atau pemecahan masalah yang 

dibutuhkan oleh organisasi. Agar mendapatkan alternatif pemecahan 

masalah yang tepat tentu penyusunan pohon kinerja harus didasari pada 

kondisi faktual di lapangan dan berdasar pada evidence dan informasi 

yang andal. 

3. Antisipatif, yakni suatu pohon kinerja harus disusun dengan 

mempertimbangkan kondisi masa depan karena akan digunakan dalam 

jangka waktu lebih dari satu tahun. 

4. Dinamis, yakni suatu pohon kinerja harus mengikuti perubahan 

lingkungan strategis. Hal ini berarti bahwa jika memang diperlukan, 

pohon kinerja dapat terus disempurnakan, diubah, bahkan disusun ulang 

untuk mengakomodir perubahan- perubahan yang terjadi. Pohon kinerja 

harus mendukung organisasi menjadi lebih dinamis dan berorientasi 

hasil, sehingga menjadikan pohon kinerja sebagai acuan yang tidak dapat 

diubah adalah hal yang salah kaprah. 

5. Holistik, yakni suatu pohon kinerja harus mempertimbangkan 

keterkaitan dengan urusan lainnya. Penyusunan pohon kinerja 

seharusnya tidak tersekat oleh urusan atau kewenangan yang akan 

membatasi keluasan cakupan analisis. Penyusun perlu untuk membuka 

kemungkinan adanya pengaruh dari urusan lainnya pada pohon kinerja 

yang akan dibuat. 

6. Out of The Box, yakni suatu pohon kinerja harus mengedepankan 

kerangka logis untuk mendapatkan upaya/strategis terbaik, bukan untuk 

mempertahankan status quo. Penyusun harus berusaha untuk mencari 

alternatif kondisi/solusi lain di luar rutinitas atau eksisting. 
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7. Materialitas, yakni suatu pohon kinerja harus diisi oleh kondisi-kondisi 

yang penting, strategis, dan paling berdampak. Apabila organisasi 

dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang membuatnya harus 

menentukan pilihan dari berbagai solusi yang dihasilkan dari pohon 

kinerja, maka pilihan solusi harus dijatuhkan pada yang paling penting, 

strategis, dan berdampak. 

 

2.1.1.2. Tahapan Penjenjangan Kinerja 

Secara umum, terdapat 5 tahapan yang perlu dilalui sebagaimana yang 

terlihat pada gambar di bawah ini. Tahap I sampai dengan Tahap IV adalah 

tahap penyusunan pohon kinerja. Tahap V adalah tahap untuk menerjemahkan 

pohon kinerja dalam komponen perencanaan dan struktur organisasi. 

Tahap I: Tentukan Outcome/Hasil yang akan dijabarkan 

Tahap pertama dari penyusunan pohon kinerja adalah menetapkan 

outcome/hasil yang akan dijabarkan dalam pohon kinerja. Penentuan 

outcome/hasil apa yang akan dijabarkan memerlukan kesepakatan bersama, 

khususnya dari para penentu keputusan strategis, karena akan mempengaruhi 

bangunan kinerja instansinya. Identifikasi ini seharusnya dilakukan 

berdasarkan pada bukti (evidence) maupun data yang andal dan valid. 

Identifikasi outcome ini juga harus terkait dengan hal-hal yang bersifat 

faktual/empiris ataupun berdasarkan isu strategis yang terjadi dan bukan 

hanya berdasarkan perkiraan semata. 

Outcome/hasil tingkat instansi harus menggambarkan outcome/hasil 

yang strategis (strategic objective). Outcome/hasil strategis sendiri seharusnya 

menggambarkan perubahan kondisi lingkungan dan masyarakat karena hal 

tersebut menggambarkan pengaruh/keberadaannya bagi 

lingkungan/masyarakat. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang 

mendasari sebuah instansi dalam menetapkan outcome/ strategis nya, antara 

lain: 

1) Mandat atas tugas dan fungsi yang diembannya sesuai dengan Peraturan 

perundangan yang berlaku; 

2) Isu strategis/permasalahan yang dihadapi dan yang akan dihadapi; 

3) Ekspektasi/harapan masyarakat dan/atau stakeholder. 
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Tahap II: Identifikasi Critical Success Factor yang dibutuhkan untuk mencapai 

kinerja/outcome strategis 

Setelah Perangkat Daerah  menetapkan outcome/hasil yang harus 

dicapai, maka tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi Critical Success Factor 

(CSF) outcome/hasil terkait. Mengidentifikasi CSF sebenarnya adalah langkah 

awal untuk membangun model logis dari outcome/kinerja. Sebagaimana yang 

telah dijelaskan pada bab sebelumnya, proses membangun model logis kinerja 

sebenarnya adalah mengidentifikasi kondisi/outcome antara (immediate/initial 

outcome) sampai pada kondisi paling teknis/operasional yang dapat 

menghasilkan output (lihat kembali gambar 4) 

CSF adalah area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh 

dalam mewujudkan kinerja. Apabila CSF tercapai, maka outcome/hasil 

berpotensi besar untuk tercapai. Oleh karenanya mendapatkan CSF yang tepat 

menjadi sangat penting bagi Perangkat Daerah . Keterbatasan pengetahuan, 

pengalaman, teori, dan logika menjadi hambatan dalam mendapatkan CSF yang 

tepat. Oleh karenanya, Perangkat Daerah  dianjurkan untuk mendapatkan CSF 

melalui diskusi, brainstorming, meminta pendapat para ahli, serta mengambil 

teori-teori yang relevan. 

Beberapa pertanyaan dapat diajukan untuk mendapatkan CSF seperti 

“apa saja yang harus ada/diperlukan agar outcome/kinerja tercapai?” 

“Bagaimana agar kinerja/outcome terwujud?” “Apa kondisi prasyarat yang 

harus ada agar outcome terealisasi?” 

Dalam menjawab pertanyaan tersebut dan agar model logis yang disusun 

berkualitas baik, maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain: 

1) Tetapkan CSF yang menggambarkan isu/permasalahan yang benar-benar 

terjadi (factual problem); 

2) Tetapkan CSF yang juga menggambarkan kebutuhan mencapai 

outcome/kinerja di masa yang akan datang (antisipatif); 

3) Tetapkan CSF dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan; 

4) Identifikasi CSF harus dilakukan secara holistic, tidak tersekat urusan; 

5) Pastikan CSF merupakan “sebab” atau “cara” dan kinerja/outcome adalah 

“akibat” atau “hasil” nya. 

Setelah mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kemacetan 

berlalu lintas, selanjutnya, terjemahkan faktor-faktor tersebut ke dalam 

kalimat-kalimat kondisi yang diperlukan untuk mencapai outcome. Untuk 

memudahkan, proses penjabaran dapat dilakukan dengan menggunakan 

gambar/diagram. 

 

Gambar 8. Penjabaran Outcome Kemacetan ke Kondisi yang Diperlukan 
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Penjelasan dari gambar 8 di atas adalah bahwa outcome “menurunnya 

kemacetan lalu lintas” dapat dicapai melalui perwujudan setidaknya lima 

kondisi antara, yaitu ‘meningkatnya kapasitas jalan dibanding kendaraan’, 

‘menurunnya pelanggaran berlalu lintas’, ‘meningkatnya kualitas jalan raya’, 

‘berkurangnya parkir liar’, dan ‘terciptanya penataan kota yang baik’. 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kondisi dapat diartikan sebagai 

(1) Keadaan (baik maupun buruk), dan (2) Persyaratan. Karena kondisi 

merupakan keadaan maupun persyaratan, maka seringkali penjelasan atas 

kondisi disertai dengan kata sifat atau keterangan. untuk memahami apa yang 

disebut dengan kondisi, terdapat contoh dan ilustrasi yang digunakan. 

Tabel 2. Perbedaan Kondisi Baik dan Kondisi Buruk 

 

 

Ekonomi semakin stabil Kesehatan semakin menurun 

Kurs Rupiah Menguat Infrastruktur Rusak berat 

Produksi Padi Meningkat Produksi Pupuk Menurun 

 

Tahap III: Uraikan Critical Success Factor kepada Kondisi-Kondisi Antara 

Sampai kepada Kondisi Paling Teknis/Operasional 

CSF yang telah diidentifikasi dan diterjemahkan dalam kalimat kondisi 

merupakan dasar bagi proses penjabaran kondisi-kondisi perlu lainnya. Proses 

penjabaran-nya sama seperti ketika mengidentifikasi key success factor dan 

menerjemahkannya menjadi kondisi yang diperlukan untuk pencapaian 

outcome. Gunakan logika “sebab-akibat” atau “jika-maka”, atau gunakan 

pertanyaan “kondisi apa yang diperlukan agar CSF dapat terwujud?”. Sama 

halnya seperti menentukan CSF, mengurai CSF kepada kondisi-kondisi antara 

dapat dilakukan dengan melakukan FGD, brainstorming, melihat teori, untuk 

selanjutnya mencocokkannya dengan kondisi empiris yang sebenarnya terjadi. 

Tahap IV: Lengkapi dengan Indikator Kinerja 

Apabila variabel yang mempengaruhi pencapaian outcome telah cukup 

dijabarkan, maka langkah selanjutnya adalah melengkapi setiap variabel 

dengan indikatornya masing-masing.  

Indikator harus mampu menggambarkan pencapaian kinerja pencapaian 

kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk 

keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact), dan terukur. 

Indikator yang baik yaitu indikator yang memenuhi kriteria SMART, yakni 

Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Timebound. 

1. Spesific berarti bahwa indikator tersebut harus menunjukkan kondisi 

yang spesifik, tidak bias, atau bermakna ganda. 

2. Measurable berarti indikator tersebut harus dapat diukur secara objektif 

dan memiliki ukuran kuantitatif. 

3. Attainable berarti bahwa indikator tersebut adalah indikator yang 

memungkinkan organisasi mencapainya, tidak terlalu sulit dicapai, 

namun juga tidak terlalu mudah dicapai. 

4. Relevant berarti indikator tersebut harus memiliki relevansi atau 

keterkaitan yang dekat dengan kinerja yang diukur. 

5. Timebound berarti bahwa indikator tersebut adalah indikator yang 

menggambarkan kondisi pada suatu kurun waktu tertentu. 
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Dibawah ini adalah beberapa contoh pohon kinerja sederhana (parsial), 

antara lain terkait permasalahan strategis kemacetan dan kemiskinan yang 

disusun sesuai langkah- langkah diatas: 

Gambar 9. Contoh Pohon Kinerja Kemacetan (parsial) 

POHON KINERJA 
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Gambar 10. Contoh Pohon Kinerja Kemiskinan (parsial) 

POHON KINERJA 
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Setelah pohon kinerja tersusun dengan baik, selanjutnya pohon kinerja 

tersebut diterjemahkan menjadi nomenklatur program/kegiatan sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku dan didistribusikan ke setiap 

jabatan dalam struktur organisasi, yang akan dibahas pada bab selanjutnya. 

Lebih lanjut, pohon kinerja ini juga dapat dijadikan dasar rujukan dalam 

menetapkan struktur organisasi Perangkat Daerah . Dengan demikian, nantinya 

struktur organisasi yang dibangun dapat mendukung pencapaian kinerja yang 

diharapkan. 

Gambar 11. Satu Kotak Menjadi Satu Komponen Perencanaan 

 

 

 

2.1.1.3. Mengklasifikasi Pohon Kinerja Kepada Level Kinerja 

Langkah awal yang dilakukan dalam menuangkan pohon kinerja ke 

perencanaan kinerja Perangkat Daerah  adalah dengan mengklasifikasi 

pohon kinerja ke 3 (tiga) level kinerja, yaitu level kinerja strategis, level 

kinerja taktikal dan level kinerja operasional. Penjelasan lengkap tentang 

ketiga level kinerja tersebut dan kriteria-kriterianya terdapat di Bab II 

pedoman ini. Klasifikasi kinerja ini akan menjadi acuan dalam menentukan 

perencanaan kinerja dan kinerja utama setiap jabatan. Berikut contoh 

pengklasifikasian pohon kinerja ke dalam level kinerja yang mengacu pada 

contoh parsial pohon kinerja kemiskinan pada gambar 10 Bab III pedoman 

ini: 
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Gambar 12. Contoh klasifikasi level kinerja sederhana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam praktiknya, pengklasifikasian level kinerja dapat lebih kompleks 

dari gambar contoh diatas. Pengklasifikasian kinerja strategis bisa dibedakan 

menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1. Kinerja Strategis Daerah, untuk kinerja yang bersifat strategis di tingkat 

daerah (Pemerintah Daerah) 

2. Kinerja Strategis Urusan dan Bidang Urusan, untuk kinerja yang bersifat 

strategis di tingkat Perangkat Daerah. 

2.1.2. Penerjemahan Pohon Kinerja kedalam Cascading, Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah 

Langkah selanjutnya setelah mengklasifikasi level kinerja adalah menuangkan 

tiap-tiap level kinerja tersebut ke komponen perencanaan dan 

mendistribusikannya ke tiap level sebagai berikut: 

1. Prinsip-prinsip menuangkan pohon kinerja kepada komponen perencanaan 

yang telah dijelaskan sebelumnya. 

2. Skema dalam menuangkan level kinerja ke dalam dokumen perencanaan 

dan perjanjian kinerja tiap jabatan, seperti yang ditampilkan dalam gambar 

dibawah. 

3. Peraturan terkait penetapan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. 

4. Mandat dan ruang lingkup tugas jabatan.

Level Kinerja 

Kinerja 

Strategis 

Kinerja 
Taktikal 

Kinerja 
Operasional 



- 14 - 
 

 

Agar dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah selaras dan memenuhi ketentuan 

hubungan logis, maka pohon kinerja dan cascading harus menjadi pedoman 

dalam penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, DPA, Perjanjian Kinerja, dan 

SKP. 

Hampir sama dengan penjelasan sebelumnya, tahapan awal dalam 

menuangkan pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan Pemerintah 

Daerah adalah dengan terlebih dahulu mengklasifikasi pohon kinerja menjadi 

kinerja strategis, kinerja manajerial, dan kinerja operasional. Kinerja strategis 

perlu diurai menjadi beberapa jenis dan tingkatan kinerja strategis. Gambar 

berikut adalah contoh klasifikasi level kinerja dari pohon kinerja pengentasan 

kemiskinan di daerah. 

Gambar 13. Skema penuangan pohon kinerja ke komponen perencanaan dan 

kinerja jabatan 

 

 

Gambar 14. Contoh penuangan pohon kinerja ke komponen perencanaan dan 

kinerja jabatan 
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Selanjutnya berdasarkan klasifikasi level kinerja diatas, Pemerintah 

Daerah menuangkan pohon kinerja ke komponen perencanaan dan kinerja tiap 

level jabatan, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menetapkan Kinerja Strategis Daerah sebagai Tujuan dan Sasaran dalam 

Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah 

Perencanaan strategis Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menggambarkan 

arah dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah, serta diuraikan 

hasil yang ingin dicapai Perangkat Daerah  dalam 5 (lima) tahun kedepan 

serta strategi-strategi penting yang akan dilakukan agar hasil yang 

direncanakan dapat dicapai sesuai harapan. Oleh karena itu, penentuan 

tujuan dan sasaran dalam RPJMD harus mengacu pada kinerja strategis 

daerah yang menjawab isu-isu dan permasalahan strategis daerah. 

Berikut contoh menuangkan pohon kinerja dari Gambar 14 diatas ke 

dalam Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Daerah: 

Tabel 3. Contoh Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Ditetapkan dari 

Pohon Kinerja 

 

Indikator kinerja tujuan dan sasaran contoh diatas sebelumnya sudah 

ditetapkan dalam penyusunan pohon kinerja. Sedangkan target 

ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi awal periode perencanaan 

dan kondisi yang diharapkan terjadi pada periode akhir perencanaan. 

2. Menetapkan Kinerja Strategis Urusan/Bidang Urusan sebagai Tujuan dan 

Sasaran Strategis dalam Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. 

Langkah selanjutnya adalah menetapkan kinerja strategis 

urusan/bidang urusan sebagai tujuan dan sasaran strategis dalam 

perencanaan strategis perangkat daerah. Perencanaan strategis perangkat 

daerah menggambarkan peran penting dan strategis suatu pemerintah 

daerah dalam mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah 

dan menjelaskan alasan keberadaan (eksistensi) perangkat daerah 

tersebut.  

Dalam menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah, 

dapat menggunakan prinsip-prinsip dalam menerjemahkan kinerja ke 

komponen perencanaan yang telah dijelaskan sebelumnya. 
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3. Menetapkan Kinerja Taktikal sebagai Sasaran Program dan Sasaran 

Kegiatan Langkah selanjutnya dalam rangka pencapaian kinerja 

utama, perangkat daerah 

menetapkan program dan kegiatan dengan mengacu pada peraturan yang 

diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Agar program dan kegiatan yang 

telah ditetapkan lebih spesifik ukuran keberhasilannya, perangkat daerah 

menetapkan sasaran program, indikator program, dan targetnya, serta 

menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan, dan target kegiatan 

dengan mengacu kepada pohon kinerja level kinerja manajerial. Contoh 

berikut mengacu pada gambar 14 diatas, menuangkan kinerja manajerial 

pada pohon kinerja ke program dan kegiatan, sasaran program, sasaran 

kegiatan, indikator program dan indikator kegiatan: 

 

Tabel 4. Contoh Menetapkan Kinerja Taktikal Sebagai Sasaran Program 

dan Kegiatan
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4. Menetapkan Kinerja Operasional sebagai Sasaran Subkegiatan 

Langkah selanjutnya adalah perangkat daerah menetapkan 

subkegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan 

yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Agar Subkegiatan yang telah 

ditetapkan lebih spesifik ukuran keberhasilannya, perangkat daerah 

menetapkan sasaran subkegiatan, indikator subkegiatan, target 

subkegiatan, dengan mengacu kepada pohon kinerja level kinerja 

operasional. Contoh berikut mengacu pada gambar 14 diatas 

menuangkan kinerja operasional pada pohon kinerja ke subkegiatan serta 

sasaran dan indikatornya: 

Tabel 5. Contoh Menetapkan Kinerja Operasional Sebagai Sasaran 

Subkegiatan 

 

2.1.2.1. Langkah-langkah mendistribusikan pohon kinerja dan 

cascading ke setiap jabatan 

Distribusi pohon kinerja ke setiap jabatan pada Pemerintah Daerah 

mengacu pada klasifikasi level kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya 

(gambar 14). Berikut panduan dalam mendistribusi kinerja tiap jabatan pada 

Pemerintah Daerah: 

a. Kinerja strategis daerah sebagai ukuran kinerja Kepala Daerah 

b. Kinerja strategis bidang urusan sebagai ukuran kinerja Kepala 

Perangkat Daerah 

c. Kinerja taktikal (intermediate outcome) sebagai kinerja Administrator 

d. Kinerja taktikal (immediate outcome) sebagai kinerja 

Administrator/Jabatan Fungsional Madya 

e. dan operasional (output aktivitas) sebagai kinerja Pengawas/Jabatan 

Fungsional Muda/Ketua Tim. 
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Dalam mendistribusikan pohon kinerja menjadi kinerja setiap jabatan pada 

suatu Perangkat Daerah , perlu memperhatikan mandat dan ruang lingkup 

kerja setiap struktur jabatan. Sebagai contoh, kinerja “menurunnya penduduk 

putus sekolah” dalam struktur jabatan yang terbagi pada 2 bidang, yaitu bidang 

pengelolaan Sekolah Dasar, dan bidang pengelolaan Sekolah Menengah 

Pertama, sehingga distribusi kinerja disesuaikan, yaitu “menurunnya penduduk 

putus sekolah SD” untuk bidang yang menangani Sekolah Dasar, dan 

“menurunnya penduduk putus sekolah SMP” untuk bidang yang menangani 

Sekolah Menangah Pertama. Selanjutnya, distribusi kinerja jabatan ke kinerja 

individu mengacu Peraturan Menteri PANRB terkait manajemen kinerja ASN 

atau peraturan lain yang berlaku. 

2.1.1.1. Penggunaan Kamus Padanan Indikator berbasis Kebutuhan 

dengan Indikator berbasis Penyeragaman 

Dalam rangka sinkronisasi indikator berbasis kebutuhan dengan 

indikator berbasis penyeragaman perlu diterapkan kamus indikator padanan. 

Kamus indikator ini digunakan ketika penyusunan pohon kinerja dan 

cascading. 

 

Untuk mengakses kamus indikator ini dalam dilakukan langkah langkah sebagai 

berikut: 

1. Login melalui https://kinerja.sultengprov.go.id/login melalui akun 

masing- masing perangkat daerah atau alamat link penggantinya. 
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2. Masuk ke menu “Kamus Indikator” 

 

 

2.1.1.1. Penyajian Pohon Kinerja (Logical Framework) dan cascading 

secara digital 

Pohon kinerja dan cascading dituangkan secara digital pada aplikasi 

SALIARA (Sistem Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi). 

Gambar 15 Pohon Kinerja Digital dan Cascading Digital 
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Langkah penyajian pohon kinerja (logical framework) dan cascading secara 

digital sebagai berikut. 

1. Login melalui https://kinerja.sultengprov.go.id/login melalui akun 

masing-masing perangkat daerah atau alamat link penggantinya; 

2. Pilih Sasaran Strategis. 

 

3. Pilih “Kinerja Program” dan klik “tambah” 
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4. Pilih “Kinerja Kegiatan” dan klik “tambah” 

 

 

5. Pilih “Kinerja Sub Kegiatan” dan klik “tambah” 

 

2.1.1.2. Verifikasi dan Validasi Pohon Kinerja dan Cascading 

Pohon kinerja dan cascading disusun oleh perangkat daerah melalui 

konsinyering dengan tim sakip pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sektor 

perencanaan kinerja. Validasi pohon kinerja dan cascading dilakukan oleh 

Bappeda Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 

2.1.2. Penerjemahan Pohon Kinerja dan Cascading ke dalam 

Perjanjian Kinerja 

Setelah pohon kinerja diterjemahkan ke dalam RPJMD, RKPD, Renstra, 

Renja dan DPA, selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK). 

Ketentuan ketentuan dalam menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) adalah 

sebagai berikut: 

A. Kepala Perangkat Daerah menyusun Perjanjian Kinerja paling lambat satu 

bulan setelah dokumen anggaran disahkan. 

B. Perjanjian Kinerja ditandatangani secara elektronik oleh Pimpinan Instansi 

(penerima amanah) sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target 

kinerja dengan Gubernur Sulawesi Tengah sebagai persetujuan atas target 

kinerja yang diperjanjikan. 
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C. Format penulisan dokumen Perjanjian Kinerja sebagai berikut: 

1) Jenis Huruf : Arial ukuran 12 

2) Kertas Ukuran : F4 80 gram 

3) Spasi : 1,5 

4) Margin : Atas 2,54, bawah 2,54, kanan 2,54, kiri 2,54 

5) Orientasi : Potrait 

6) Logo : Warna dan ukuran sesuai tata naskah. 

D. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah 

1) Dilakukan mengacu Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 

Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 

2) Dokumen Perjanjian Kinerja perangkat daerah dikirim melalui account JPT 

(sebagai Konseptor); 

3) Ketentuan judul Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut: 

 

LOGO 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 

20XX 

 KEPALA ........... 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 

E. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi 

sebagai berikut: 

1) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat; 

2) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan 

sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); 

3) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan 

dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. 

 

LOGO 

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 

20XX 

KEPALA ........... 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

Adapun ketentuan PK Perubahan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut. 

1) Batang tubuh pada PK Perubahan tahun berjalan berisi sesuai dengan 

PK perangkat daerah anggaran APBD Murni tahun berjalan. 

2) Waktu pada PK Perubahan tahun berjalan meyesuaikan dengan kondisi 

ketika terjadi pergantian/mutasi pejabat, perubahan strategis dan 

Perubahan Prioritas tujuan sasaran. 

 

 

 



- 30 - 
 

 

F. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah melalui  

1) Sistem Tanda Tangan Berbasis Elektronik, terdiri dari 3 tahap; JPT 

(Kepala Badan/Dinas/Biro/Direktur), SEKDA, dan Wakil Gubernur) 

2) Penandatangan adalah Gubernur. 

 

Contoh Format Perjanjian Kinerja 

 

 

 

 Contoh Format Perjanjian Kinerja Perubahan 
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2.1.3. Penerjemahan Pohon Kinerja dan Cascading ke dalam SKP 

Penerjemahan pohon kinerja ke dalam SKP menggunakan pendekatan 

Manajemen Kinerja Terintegrasi. Pendekatan ini merupakan sebuah konsepsi 

inovatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengintegrasikan sistem 

manajemen kinerja perangkat daerah dengan sistem manajemen kinerja 

Individu. Secara konkrit Sistem Akuntabilitas Kinerja terintegrasi diwujudkan 

dalam bisnis proses Interoperabilitas Aplikasi SALIARA dengan Kinerja Mobile 

(K-MOB). Proses bisnis ini menjamin adanya sistem dan fitur berbagi pakai data 

secara terintegrasi antara Aplikasi SALIARA (sistem akuntabilitas kinerja 

terintegrasi) dengan Aplikasi KMOB  (Sistem Penilaian kinerja individu). 

Interoperabiltas Aplikasi SALIARA dan KMOB  bertujuan untuk: 

1. Menciptakan single input sistem perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja 

2. Sinkronisasi kinerja institusi dengan kinerja individu 

3. Efisiensi dalam monitoring kinerja 

4. Pengelolaan data base kinerja terintegrasi (kinerja institusi dan kinerja individu) 

Interoperabilitas Aplikasi SALIARA dan KMOB  menjamin adanya korelasi 

antara kinerja Gubernur sampai dengan kinerja pelaksana, sehingga 

kedepannya bentuk – bentuk inovasi apapun harus mengarah kepada Indeks 

Kinerja Utama (IKU) 

Ilustrasi penerjemahan pohon kinerja ke dalam SKP dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

Gambar 16 Penerjemahan Pohon Kinerja ke dalam SKP 

 

 

Dalam penyusunan SKP, setiap PNS mengakses aplikasi K-MOB  dan 

menarik data pohon kinerja yang tertuang didalam aplikasi SALIARA. Adapun 

langkah langkah penyusunan SKP melalui interoperobilitas aplikasi SALIARA 

dengan K-MOB  adalah sebagai berikut: 

1. Login ke Aplikasi K-MOB. 
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2. Pilih fitur Input SKP utama pada menu Rencana Kerja 

3. Pilih “sinkronisasi kinerja perangkat Daerah”. 

2.1.4. Penerjemahan Pohon Kinerja Ke Dalam Rencana Aksi  

Untuk mengetahui tahapan logis dari setiap output/sasaran sub kegiatan 

maka disusun rencana aksi. Rencana aksi adalah tahapan logis untuk mencapai 

output/sasaran sub kegiatan. Rencana aksi disusun melalui mekanisme 

interoperobilitas aplikasi K-MOB  dengan aplikasi SALIARA (e-SAKIP) yaitu 

menyusun langkah aksi untuk setiap output dengan cara menarik data IKI 

bulanan setiap PNS pada SKP PNS. 

 

 

 

Penyajian rencana aksi pada aplikasi SALIARA adalah sebagai berikut. 
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2.1.5. Perbaikan Perencanaan Kinerja berdasarkan LKIP 

Pohon kinerja dan cascading diperbaiki berdasarkan umpan balik 

(feedback) dari rekomendasi perbaikan hasil analisis LKIP. Informasi/analisis 

LKIP terkait dengan faktor faktor yang menyebabkan kegagalan kinerja beserta 

upaya perbaikan yang dilakukan pada Bab III LKIP ditindaklanjuti dengan 

perbaikan dokumen perencanaan. Perbaikan dimaksud dilakukan melalui 

sistem perbaikan kinerja sebagai berikut. 

 

  

Sistem Perbaikan Kinerja menemukan dan mengenali kinerja mana pada 

cascading yang tidak tercapai untuk didiagnosa penyebab kegagalannya. Hasil 

diagnosa kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan cascading tahun 

berikutnya yang diikuti dengan penyesuaian dokumen perencanaan dan 

penganggaran. 
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2.1.6. Perbaikan Perencanaan Kinerja berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi 

Dokumen perencanaan diperbaiki berdasarkan umpan balik (feedback) 

dari rekomendasi LHE Kemenpan RB maupun Inspektorat. Rekomendasi yang 

tertuang didalam LHE ditindaklanjuti dengan matriks rencana aksi tindak 

lanjut LHE. Matriks rencana aksi dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut. 

Tabel 7 Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE Tahun 20XX 

 

No 

Rekomendasi LHE 

2023/Rekomendasi 

Hasil Asistensi 

Intensif 2024 

Tindak 

Lanjut 

Waktu 

Pelaksanaan 
Penanggungjawab 

Status Penyelesaian 

(in progress/selesai) 

Link 

Bukti 

Dukung 

(Jika 

ada) 

              

              

              

              

              

 

2.1.7. Sistem Penilaian Jenjang Kinerja 

Untuk menjamin setiap pengampu kinerja sudah mengampu level kinerja 

yang sesuai, maka diterapkan sistem penilaian jenjang kinerja. Melalui sistem 

ini diukur apakah sasaran dan indikator sudah memenuhi kaidah perjenjangan 

kinerja dan kaidah indikator SMART atau belum. Kriteria kriteria perjenjangan 

kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Sasaran  Strategis  RPJMD  harus  memenuhi  kriteria  Ultimate  

Outcome (berorientasi hasil) diampu oleh Kepala Daerah. 

2. Sasaran strategis Renstra harus memenuhi kriteria Intermediate 

Outcome bidang urusan (berorientasi hasil) diampu oleh Kepala 

Perangkat Daerah Daerah. 

3. Sasaran program harus memenuhi kriteria Intermediate Outcome 

sub bidang urusan diampu oleh Jabatan Fungsional 

Madya/Administrator. 

4. Sasaran Kegiatan harus memenuhi kriteria Immediate Outcome 

diampu oleh Jabatan Fungsional Madya/Administrator. 

5. Sasaran Sub Kegiatan harus memenuhi kriteria Output diampu 

oleh Jabatan Fungsional Muda/Pengawas/Ketua Tim. 
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2.2. Eviden Penilaian Perencanaan Kinerja Standar Evidence 

Perencanaan Kinerja 

2.2.1. Perencanaan Kinerja Telah Tersedia (pemenuhan) 

2.2.1.1. Terdapat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja 

 

 

 

 

2.2.1.2. Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Panjang 

  

 

2.2.1.3. Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah 
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1.1.1. Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek 

 

 

 

1.1.2. Terdapat Dokumen Perencanaan Aktivitas yang Mendukung Kinerja 

 

 

1.1.3. Terdapat Dokumen Perencanaan Anggaran yang Mendukung Kinerja 

 

 

1.2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah Memenuhi Standar yang Baik, 

yaitu untuk Mencapai Hasil, dengan ukuran Kinerja yang SMART, 

menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara Logis, serta 

Memperhatikan Kinerja Bidang Lain (Crosscutting). (Kualitas) 

 

1.2.1. Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Diformalkan 
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1.2.2. Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Dipublikasikan 

 

 

 

1.2.3. Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Menggambarkan Kebutuhan 

Atas Kinerja Sebenarnya yang Perlu Dicapai 

 

1.2.4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) Telah Jelas 

Menggambarkan Kondisi Kinerja yang Akan Dicapai 
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1.2.5. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) Telah Memenuhi Kriteria 

SMART 

   

 

1.2.6. Indikator kinerja utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja 

utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan 

(sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan 

strategis). 

Penilaian Jenjang Kinerja Rekap Hasil Penilaian Jenjang Kinerja 

Contoh Salah  
Terjadi Perubahan dalam 
1 Periode Perencanaan 
Strategis 

Contoh Benar 
Sustainabli- Tidak sering 
diganti dalam 1 Periode 
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1.2.7. target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai 

(achievable), menantang, dan realistis. 

 

1.2.8. Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan 

yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang 

akan dicapai di setiap level jabatan (cascading). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 40 - 
 

 

1.2.9. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang 

hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar 

bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting). 

 

 

1.2.10. Setiap Unit/Satuan Kerja Merumuskan dan Menetapkan 

Perencanaan Kinerja. 

 

 

 

1.2.11. Setiap Pegawai Merumuskan dan Menetapkan Perencanaan Kinerja 
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1.3. Perencanaan Kinerja Telah Dimanfaatkan Untuk Mewujudkan Hasil yang 

Berkesinambungan. (Pemanfaatan) 

1.3.1. Anggaran yang Ditetapkan Telah Mengacu Pada Kinerja yang 

Ingin Dicapai 

 

 

 

1.3.2. Aktivitas yang Dilaksanakan Telah Mendukung Kinerja yang 

Ingin Dicapai 

 

 

 

1.3.3. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang dicapai 

dengan baik atau setidaknya masih on the right track. 
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1.3.4. Rencana Aksi Kinerja dapat Berjalan Dinamis Karena Capaian 

Kinerja Selalu Dipantau Secara Berkala. 

 

 

 

1.3.5. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan 

kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja 

sebelumnya. 

 

 

 

1.3.6. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan 

kinerja dalam Mewujudkan Kondisi/Hasil yang lebih baik. 
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1.3.7. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta 

berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. 

 

1.3.8. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen 

dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. 
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BAB III 

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA 

 

 

3.1. Jenis jenis Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri 

dari pengukuran kinerja tahunan, triwulanan dan bulanan. Pengukuran 

Kinerja adalah proses menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan 

publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi 

output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk 

memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. 

3.1.1. Pengukuran Kinerja Tahunan secara Berjenjang 

Pengukuran kinerja tahunan dilakukan secara berjenjang yaitu 

pada kinerja sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, dan 

sasaran sub kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan 

pengukuran terhadap realisasi kinerja 7 informasi kinerja sasaran 

strategis perangkat daerah. Pengukuran terhadap 7 informasi sasaran 

strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 6. Data Pengelolaan Kinerja Sasaran Strategis 

 

  

P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

 

P5 

 

P6 

 

P7 

 

 

 

No 

 

 
Sasaran 

Strategis/Indikator 

Kinerja Utama 

 

 
Target 

Tahun 

2022 

 

 

Re

alis

asi 

Tah

un 

202

2 

 

 

 

Capai

an 

2022 

 

 

 

Targe

t 

2021 

 

 

 

Reali

sasi 

2021 

 

 

Ca

pai

an 

Tah

un 

202

1 

 

Peni

ngk

atan

/ 

Pen

uru

nan 

Capa

ian 

202

2 

 

Peni

ngka

tan/ 

Penu

runa

n 

Reali

sasi 

2022 

 

 

Target 

Akhir 

Renst

ra 

(Tahu

n 

2023) 

 

Realisas

i 2022 

terhada

p 

Target 

Renstra 

Tahun 

2023 

 

 

Rat

a-

Rat

a 

Na

sio

nal 

 

Perba

nding

an 

Realis

asi 

2022 

denga

n 

Rata-

Rata 

Nasio

nal 

 

Perin

gkat 

Pera

ngka

t 

Daer

ah di 

Level 

Nasi

onal 

 

 

 

IKU PD 

yang Terkait 

 

 

 

Target 

(2022) 

 

 

Realisasi 

(2022) 

 

 

 

Capaian 

 

 

 

Nama 

Program 

 

 

 

Pagu 

Anggaran 

 

 

 

Realisasi 

Anggara

n 

 

 

 

Selisih  

Anggaran 

 

 

 

Capaian 

 

 

 

Efisiensi 

     

% 

   

% 

   

Sumbe

r: 

Renstr

a) 

 

% 

            

% 

 

% 

 

1 

 

2 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

1

5 

 

1

6 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

28 

  

Sasaran Strategis: 

 

 

 

 

 

1 

       

 

 

 

#D

IV/

0! 

 

 

 

 

#DI

V/0

! 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

69,6 

 

 

 

 

0

,

0

0 

 

 

 

 

73,

09 

          

 

 

- 

 

 

 

#DIV/0! 

 

 

 

#DIV/0! 

    

- 

 

#DIV/

0! 

 

#DIV/

0! 

                       

- 

#DIV/

0! 

#DIV/

0! 
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Keterangan: 

 

P1 adalah perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai/dievaluasi 

 

P2 adalah perbandingan antara realiasasi tahun yang dinilai dengan tahun sebelumnya dan perbandingan capaian tahun yang dinilai dengan tahun 

sebelumnya 

P3 adalah perbandingan antara realisasi tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra 

 

P4 adalah perbandingan antara realisasi tahun yang dinilai dengan capaian nasional 

 

 

P5 adalah faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

 

P6 adalah program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

 

P7 adalah efisiensi penggunaan anggaran. Untuk efisiensi anggran dengan rumus target dikurangi realisasi dengan syarat capaian IKU 100%. 
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Pengukuran kinerja secara berjenjang juga dilakukan melalui 

Aplikasi SALIARA seperti gambar di bawah ini. Pengukuran kinerja 

tahunan melalui aplikasi SALIARA dilakukan terhadap sasaran strategis, 

sasaran program, sasaran kegiatan, dan sasaran sub kegiatan. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja 

dengan target kinerja setiap tahun. 

1. Jenjang Sasaran Strategis 

 

Gambar Tampilan Target dan Realisasi Kinerja Tahunan Sasaran 

Strategis Perangkat Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jenjang Sasaran Program 

 

Gambar Tampilan Target dan Realisasi Kinerja Tahunan Kinerja Program 

Perangkat Daerah 
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3. Jenjang Sasaran Kegiatan 

Gambar Tampilan Target dan Realisasi Kinerja Tahunan Kinerja 

Kegiatan Perangkat Daerah 

 
 

4. Jenjang Sasaran Sub Kegiatan 

Gambar Tampilan Target dan Realisasi Kinerja Tahunan Kinerja Sub 

Kegiatan Perangkat Daerah 

 
 

3.1.2. Pengukuran Kinerja Triwulanan 

Pengukuran kinerja triwulanan menggunakan rapor kinerja. 

RAPOR KINERJA merupakan Alat Ukur kinerja digital bagi 

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tengah. Tujuan dari dibuatnya Rapor Kinerja yaitu untuk 

membangun kultur kinerja baru dalam pengukuran kinerja yaitu 

dengan menggunakan pendekatan hasil kerja dibanding 

penyerapan. 
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Rapor Kinerja memiliki karakter yang berbeda dengan 

instrumen pengukuran yang lain. Rapor Kinerja mengukur secara 

riil kinerja sebenarnya yang dihasilkan perangkat daerah. Rapor 

Kinerja mengukur kinerja secara berkala yaitu triwulanan dan 

tahunan. Level Kinerja yang diukur oleh Rapor Kinerja meliputi 

kinerja output yang akan berkontribusi terhadap Immediate 

Outcome, Intermediate Outcome, dan Ultimate Outcome. Output 

merupakan Sasaran sub Kegiatan, Immediate Outcome merupakan 

Sasaran Kegiatan, Intermediate Outcome merupakan Sasaran 

program dan Ultimate Outcome merupakan Sasaran Strategis. 

Rapor Kinerja berfungsi sebagai sistem perbaikan kinerja 

Triwulanan. Perangkat daerah setiap Triwulan diukur sejauh mana 

pencapaian output. Jika ditemukan ada Output yang tidak tercapai 

di setiap Triwulan maka akan di diagnosa dan diarahkan untuk 

diperbaiki kinerjanya pada Triwulan berikutnya. 

Rapor Kinerja juga berfungsi sebagai bentuk reward and 

punishment non finansial. Setiap Triwulan perangkat daerah 

mendapatkan ranking. Ranking yang diberikan kepada perangkat 

daerah dapat memicu perangkat daerah untuk berkinerja lebih baik 

kedepannya. 

Rapor Kinerja memastikan setiap pimpinan maupun ASN 

untuk memantau secara langsung atas capaian kinerjanya. Capaian 

Kinerja dinotifikasi oleh rapor kinerja ke JPT memastikan adanya 

pemantauan kinerja oleh JPT. Berikut tampilan pada Aplikasi e-

SAKIP Sulawesi Tengah. 

 

 

Gambar Diagram Rapor Kinerja Perangkat Daerah 
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Gambar Ranking Rapor Kinerja Perangkat Daerah 

 

 

Adapun langkah-langkah pengukuran kinerja melalui rapor 

kinerja pada aplikasi e-SAKIP Sulawesi Tengah oleh masing-masing 

perangkat daerah adalah sebagai berikut: 

1. Login melalui alamat https://kinerja.sultengprov.go.id/login 

atau alamat link penggantinya 

Berikut tampilan saat login, masukan username dan 

password dan pilih tahun kinerja yang akan dilakukan input. 

 

2. Masuk ke menu Kinerja Sub Kegiatan 
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3.1.3. Pengukuran Kinerja Bulanan 

Pengukuran kinerja bulanan dilakukan terhadap sasaran strategis, 

sasaran program, sasaran kegiatan, dan sasaran sub kegiatan. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja 

dengan target kinerja setiap bulan. 

Gambar Tampilan Target dan Realisasi Kinerja Bulanan Perangkat 

Daerah 

 

 

Pengukuran kinerja bulanan dilakukan terhadap rencana aksi 

 

Karena Rencana aksi disusun melalui mekanisme interoperobilitas 

aplikasi K-MOB  dengan aplikasi SALIARA (e-SAKIP) yaitu menyusun 

langkah aksi untuk setiap output dengan cara menarik data IKI bulanan 

setiap ASN pada SKP, maka pengukuran kinerja rencana aksi 

menggunakan mekanisme yang sama. 

 

     

K-Mob 
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3.2. Prosedur Pengumpulan Data Kinerja 

3.2.1. Prosedur Pengumpulan Data Kinerja eSakip 

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja berbasis pohon kinerja meliputi: 

 

 

1. Input data realisasi capaian kinerja sasaran strategis, sasaran 

program, sasaran kegiatan, sasaran sub kegiatan, dan langkah aksi 

pada aplikasi esakip 

2. Verifikasi data realisasi capaian kinerja pada aplikasi esakip 

3. Verifikasi realisasi keuangan pada aplikasi esakip 

4. Display dan notifikasi raport kinerja dan display capaian keuangan pada aplikasi 

KMOB  

 

3.3. Eviden Penilaian Pengukuran 

Kinerja Standar Evidence Pengukuran 

Kinerja 

2.1. Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan (pemenuhan) 

2.1.1. Terdapat Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pegumpulan 

Data Kinerja. 
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2.1.2. Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara 

mengukur indikator kinerja. 

 

 

 

2.1.3. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data 

kinerja yang dapat diandalkan. 
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2.2. Pengukuran Kinerja Telah Menjadi Kebutuhan Dalam Mewujudkan 

Kinerja Secara Efektif Dan Efisien Dan Telah Dilakukan Secara 

Berjenjang Dan Berkelanjutan. (Kualitas) 

 

2.2.1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (decision 

maker) dalam mengukur capaian kinerja  

 
 

 

Selain eviden diatas, bisa juga menggunakan notulen pembahasan 

pimpinan tentang pengukuran kinerja 

 

 

 

Notifikasi realisasi rencana 
ke JPT 
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2.2.2. Data Kinerja yang Dikumpulkan Telah Relevan Untuk 

Mengukur Capaian Kinerja Yang Diharapkan. 

 

 

 

2.2.3. Data Kinerja yang Dikumpulkan Telah Mendukung Capaian Kinerja 

yang Diharapkan. 

 

 

 

2.2.4. Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan Secara Berkala 

 



- 56 - 
 

 

2.2.5. Setiap Level Organisasi Melakukan Pemantauan Atas 

Pengukuran Capaian Kinerja Unit Dibawahnya Secara Berjenjang. 

 

Selain eviden diatas, bisa juga menggunakan notulen pembahasan 

pimpinan tentang pengukuran kinerja. 

 

2.2.6. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi 

informasi (aplikasi).  

 

2.2.7. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi 

informasi (aplikasi).  
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2.3. Pengukuran Kinerja Telah Dijadikan Dasar Dalam Pemberian Reward 

dan Punishment, Serta Penyesuaian Strategi dalam Mencapai Kinerja 

yang Efektif dan Efisien. (Pemanfaatan) 

 

2.3.1. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian 

(pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.  

 

 

2.3.2. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam 

penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun 

fungsional. 
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2.3.3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian 

(refocusing) organisasi. 

 

 

 

2.3.4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi 

dalam Mencapai Kinerja. 

 

 



- 59 - 
 

 

2.3.5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan 

dalam Mencapai Kinerja 

 

 

 

 

2.3.6. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas 

dalam mencapai kinerja. 
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2.3.7. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran 

dalam mencapai kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8. Terdapat Efisiensi atas Penggunaan Anggaran dala Mencapai Kinerja 
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2.3.9. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil 

pengukuran kinerja.  

 

 

2.3.10. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.  

 

Notifikasi realisasi rencana ke 
JPT 

Notifikasi realisasi rencana 
ke JPT 
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BAB IV 

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 

 

4.1. Tujuh Informasi/Analisis Kinerja pada LKIP 

Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan 

berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya 

kepada Gubernur, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus menyajikan 

narasi dan infografis terkait 7 informasi capaian kinerja yaitu sebagai 

berikut: 

1. P1 adalah informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi 

dengan target tahun yang dinilai/dievaluasi 

2. P2 adalah informasi/analisis tentang perbandingan antara realiasasi 

tahun yang dinilai dengan tahun sebelumnya dan perbandingan 

capaian tahun yang dinilai dengan tahun sebelumnya 

3. P3 adalah informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi 

tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra 

4. P4 adalah informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi 

tahun yang dinilai dengan capaian nasional 

5. P5 adalah informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab 

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan. Informasi faktor penyebab 

kegagalan dapat merefer ke critical success factor pada cascading yaitu 

sasaran program, sasaran kegiatan, dan sasaran subkegiatan. 

6. P6 adalah informasi/analisis tentang program/kegiatan yang 

menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan 

kinerja 

7. P7 adalah informasi/analisis tentang atas efektivitas dan efisiensi 

penggunaan sumber daya. Untuk efisiensi anggran dengan rumus 

target dikurangi realisasi dengan syarat capaian IKU 100%. 
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Contoh penyajian 7 informasi/analisis adalah sebagai berikut : 

 

Ilustrasi Provinsi ABC 

 

SASARAN STRATEGIS  

MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INDUSTRI  

Sasaran strategis ini untuk menggambarkan kinerja perindustrian di 

Provinsi ABC sesuai dengan Renstra Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Propinsi ABC Tahun 2021 – 2026. Sasaran Strategis ini 

diukur oleh Indikator PDRB Industri Non Migas. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut : 

Sumber : BPS Provinsi ABC dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

 

Kinerja sektor Perindustrian Provinsi ABC pada Tahun 2022 mengalami 

pertumbuhan dibandingkan Tahun 2021, Hal tersebut terlihat dari 

realisasi Indikator Kinerja PDRB Indistri Non Migas Tahun 2022 sebesar 

Rp 1023,4 T dan target sebesar Rp 856,79 T sehingga capaian Kinerja 

sebesar 119,45 persen atau kategori “ sangat tinggi”. 

 Capaian PDRB Industri Non Migas mengalami peningkatan sebesar 

7,28 persen yaitu dari capaian Tahun 2021 yang sebesar 112,16 persen 

menjadi 119,45 persen pada Tahun 2022. Dilihat dari perbandingan 

realisasi mengalami peningkatan sebesar RP 99,61 T yaitu dari capaian 

Tahun 2021 yang sebesar Rp.923,79 T menjadi Rp.1023,4 T pada Tahun 

2022  

 Dilihat dari perspektif taget akhir rencana strategis (RENSTRA) Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023, Realisasi PDRB Industri 

Non migas di Provinsi ABC sebesar Rp.1,023,4 T dari target sebesar 

Rp.892,86 T , dengan  capaian kinerja sebesar 114,62 persen. 

 Tahun 2022 apabila Provinsi ABC dibandingkan dengan Provinsi di 

Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan  DKI Jakarta, 

maka Provinsi ABC menempati posisi pertama, dengan nilai PRDB 

Industri non migas sebesar Rp.1,023,4 Triliun kemudian diikuti 

 

 

 

P1 

P2 

P3 

P4 
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Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta. 

Sedangkan Kontribusi PDRB Non Migas terhadap PDP Industri Non 

Migas Nasional. Provinsi ABC menempati Posisi Pertama, dengan 

kontribusi PDRB Industri Non migas terhadap PDP Industri Non Migas 

sebesar 28,49 persen, kemudian diikuti Provinsi Jawa Timur, Provinsi 

Jawa Tengah dan DKI Jakarta untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar 3.2 sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tahun 2022, apabila Provinsi ABC dibandingkan dengan Nasional, 

maka Provinsi ABC menempati posisi pertama, dengan nilai PDRB 

Industri Non Migas sebesar Rp.1,023,4 Triliun kemudian diikuti 

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta dan  

 

Provinsi lainnya.untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABC 

P4 
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sebagai berikut : 

 

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapain PDRB Industri Non 

Migas di Provinsi ABC yaitu dengan meningkatnya pengendalian izin 

usaha industri. Hal ini ditandai dengan Persentase izin usaha Industri 

( IUI ) besar yang dipantau dan di analisis dalam laporan hasil 

pemantauan yang dikeluarkan oleh Instansi terkait yang realisasinya 

sebesar 2,22 persen kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya 

penyelesaian verifikasi teknis tepat waktu, yang realisasinya sebesar 

100 persen. Adapun upaya – upaya yang dilakukan untuk mencapai 

kondisi di atas adalah terwujudnya persamaan persepsi terkait 

verifikasi teknis berbasis resiko dengan Kabupaten/Kota sebanyak 1 

Laporan.Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha terkait SIINas 

sebanyak 3 Laporan. Verifikasi teknis berita acara izin usaha Industri 

(IUI), izin perluasan Usaha Industri (IPUI) izin usaha kawasan Industri 

(IUKI), izin perluasan Industri (IPKI) sebanyak 145 pelaku usaha, 

meningkatnya pengetahuan pelaku usaha terkait perizinan berbasis 

rasio sebanyak 4 video publikasi terkait perizinan berbasis resiko. 

Faktor lainnya yang mendukung keberhasilan pencapaian PDRB 

industri non migas yaitu meningkatnya kualitas pelayanan industri 

kecil menengah pangan olahan dan kemasan. Hal ini ditandai dengan 

pertumbuhan jumlah industri sebanyak 50 unit usaha. Kondisi tersebut 

didorong oleh meningkatnya penyusunan, penerapan dan Evaluasi 

Rencana pembangunan industri di Provinsi ABC pada UPTD industri 

pangan olahan kemasan yang realisasinya sebesar 100 persen. Adapun 

upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi di atas adalah 

terfasilitasinya cetak kemasan bagi pelaku usaha sebanyak 260 pelaku 

usaha, terfasilitasinya dummy lebel kemasan bagi pelaku usaha 

sebanyak 125 pelaku usaha, terlayaninya desain kemasan bagi pelaku 

usaha sebanyak 180 pelaku usaha. 

Faktor lainnya yang mendukung keberhasilan pencapaian PDRB 

industri non migas yaitu meningkatnya kualitas pelayanan industri 

kecil menengah logam. Hal di tandai dengan pertumbuhan jumlah 

industri sebanyak 50 unit usaha. Kondisi tersebut di dorong oleh 

meningkatnya penyusunan, penerapan, dan evaluasi rencana 

pembangunan industri provinsi pada UPT Industri Logam, yang 

realisasinya sebesar 100 persen.  

 

 

Adapun upaya – upaya yang di lakukan untuk mencapai kondisi di 

atas adalah terselenggaranya koordinasi, singkronisasi, dan 

pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sebanyak 1 dokumen 

sistem mutu pada UPTD industri logam, terselenggaranya koordinasi, 

sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta 

masyarakat UPTD Industri Logam sebanyak 20 pelaku usaha. 

Faktor lainnya yang mendukung keberhasilan pencapaian PDRB 

industri Non Migas yaitu meningkatnya kualitas perencanaan dan 

pembangunan industri Provinsi ABC. Hal ini di tandai dengan 

pertambahan jumlah industri sebanyak 100 unit usaha. Kondisi 

tersebut di dorong oleh meningkatnya kualitas perencanaan 

pembangunan industri di Provinsi ABC yang realisasinya sebesar 100 

persen. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi 

diatas terfasilitasinya pengurusan sertifikat halal bagi IKM sebanyak 

P5 

 

 

P5 
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175 fasilitasi sertifikat halal, tersedianya kajian pengembangan sentra 

industri hasil tembakau Provinsi ABC sebanyak 7 dokumen kajian, 

terpublikasikannya kawasan industri di Provinsi ABC sebanyak 2 video 

publikasi kawasan industri. Terlatihnya pelaku usaha Pengelasan 

sebanyak 40 Pelaku usaha. Pelaku usaha yang mendapatkan 

pemahaman terkait akun SIINas sebanyak 60 pelaku usaha yang belum 

memiliki akun SIINas, tersedianya data industri Logam Mesin Alat 

Transportasi dan Elektronika sebanyak 2 dokumen data industri ilmate, 

tersosialisasinya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 

sebanyak 30 peserta dari 13 Kabupaten/Kota, tersedianya dokumen 

perbandingan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Provinsi ABC 

Sebanyak 2 Dokumen. Pelaku usaha Yang mendapatkan Sertifikat halal 

dan HKI sebanyak 155 pelaku usaha.  

Faktor lainnya yang mendukung keberhasilan pencapaian PDRB 

Non Migas yaitu meningkatnya pengelolahan sistem informasi Industri 

Nasional. Hal ini di tandai dengan persentase Perusahaan Industri besar 

dan Perusahaan kawasan Industri lintas Kabupaten/Kota yang masuk 

dalam SIINas sebesar 97,79 persen. Kondisi tersebut di dorong oleh 

meningkatnya ketersediaan data dan informasi Industri nasional ( 

SIINas ) sebesar 100 persen, terpantau terevaluasinya kepatuhan 

Perusaan Industri dan Kawasan Industri lingkup Provinsi dalam 

menyampaikan data ke SIINas sebanyak 61 Laporan pemantauan dan 

evaluasi Perusaahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang 

menyampaikan laporan ke SIINas.  

 

Terfasilitasinya pengumpulan, pengolahan dan analisis data 

Industri, data kawasan Industri serta data lain lingkup Provinsi melalui 

sistem informasi Industri Nasional (SIINas).  

Program-Program yang mendukung pencapaian PDRB Industri Non 

Migas Provinsi ABC diantaranya Prgram perencanaan dan 

Pembangunan Industri, Program pengendalian izin usaha Industri, dan 

pengelolaan sistem informasi Industri Nasional. Efesiensi Indikator 

Kinerja Utama ( IKU ) diatas mencapai 2,70 % atau setara dengan 

Rp.230,275,608. 

 

4.2. Sistematika LKIP 

 

7 informasi LKIP diatas dituangkan kedalam bab III LKIP yang 
sistematikanya sebagai berikut : 
I. Bab I Pendahuluan 

1.1.   Struktur Organisasi berbasis cascading dan proses bisnis 
1.2. Tugas dan Fungsi 
1.3. Isu Strategis & Permasalahan Utama 
1.4. SDM Aparatur 
1.5. Sarana dan Prasarana 
1.6. Sistematika LKIP 
1.7. Tindak lanjut atas LHE AKIP Internal 

 

 

 

 

 

 

 

P5 

P6 
dan 
P7 



- 67 - 
 

 

II. Bab II Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 

yang bersangkutan. 

 

III. Bab III Akuntabilitas Kinerja 

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai 

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis 

capaian kinerja sebagai berikut : 

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;  

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis organisasi; 

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar 

nasional (jika ada) ; 

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang 

telah dilakukan; 

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). 

3.2. Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan 

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi 

sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

IV. Bab IV Penutup 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja 

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan 

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

Lampiran: 

1. Perjanjian Kinerja 

2. Lain-lain yang dianggap perlu 
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4.3. Penyampaian LKIP ke ASN 

 

Agar informasi pada LKIP menjadi kepedulian pimpinan dan seluruh 

pegawai, maka informasi laporan kinerja perlu dikomunikasikan kepada 

seluruh pegawai. Informasi dalam laporan kinerja yang disampaikan kepada 

seluruh pegawai meliputi ringkasan (infografis) 7 informasi/analisis laporan 

kinerja. 

 

Informasi kinerja LKIP diatas disampaikan kepada seluruh pegawai 

melalui berbagai media. 

 

4.4. Pemanfaatan LKIP untuk Perbaikan Perencanaan 

 

Setelah selesai disusun, LKIP dimanfaatkan untuk perbaikan 

perencanaan. Pada Bab III LKIP terdapat analisis faktor faktor yang 

menyebabkan keberhasilan dan kegagalan. Pada pembahasan tersebut 

terdapat rekomendasi perbaikan perencanaan agar kinerja pada masa yang 

akan datang lebih baik. Rekomendasi perbaikan perencanaan hasil analisis 

LKIP masuk ke dalam sistem perbaikan kinerja untuk proses perbaikan 

kinerja pada cascading dan dokumen perencanaan. Mekanisme pemanfaatan 

LKIP untuk perbaikan perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

4.5. Eviden Penilaian Penyusunan Laporan   

Kinerja Standar Eviden Pelaporan Kinerja 
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3.1. Terdapat Dokumen Laporan yang Menggambarkan Kinerja 

(pemenuhan) 

3.1.1. Dokumen Laporan Kinerja Telah disusun 
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3.1.2. Dokumen Laporan Kinerja Telah disusun Secara Berkala 
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3.1.3. Dokumen Laporan Kinerja Telah direviu  
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3.1.4. Dokumen Laporan Kinerja Telah Dipublikasikan 

 

 

 

 

Publikasi di Website Perangkat Daerah 
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3.1.5. Dokumen Laporan Kinerja Telah Disampaikan Tepat Waktu 

 

 

3.1.6. Dokumen Laporan Kinerja Telah diformalkan 
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3.2. Dokumen Laporan Kinerja Telah Memenuhi Standar Menggambarkan 

Kualitas Atas Pencapaian Kinerja, Informasi Keberhasilan/Kegagalan 

Kinerja Serta Upaya Perbaikan/Penyempurnaannya. (Kualitas) 

 

3.2.1. Dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas 

sesuai dengan standar. 

 

3.2.2. Dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh 

informasi tentang pencapaian kinerja. 
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3.2.3. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan analisis 

dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.  

  

 

 

3.2.4. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan analisis 

dan evaluasi realisasi kinerja dengan target Jangka 

Menengah.  

 

 

 

3.2.5. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan analisis dan 

evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi Kinerja Tahun-

tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan analisis dan 

evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level 

nasional/internasional (benchmark kinerja). 

 

Realisasi* Capaian

2 2. Nilai Tukar Perikanan 100.8Meningkatnya 

kesejahteraan pelaku 

usaha kelautan dan

perikanan

103.12 102.30 HT

No. Sasaran Indikator Target Kate

(%) gori
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3.2.7. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan efisiensi atas 

penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.  

   

 

3.2.8. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan upaya perbaikan 

dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan 

kinerja).  

 Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

No Sasaran % % Efisiensi

Capaian Capaian (%)

2

Nilai Tukar

Perikanan (%) 100.8 103.12 102.30 45,567,580,753 42,780,397,713 93.88 8.42

TOTAL SS2 100.8 103.12 102.30 45,567,580,753 42,780,397,713 93.88 8.42

Target Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan (SS 2)
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3.3. Pelaporan Kinerja Telah Memberikan Dampak Yang Besar Dalam 

Penyesuaian Strategi/ Kebijakan Dalam Mencapai Kinerja Berikutnya 

(Pemanfaatan) 

 

3.3.1. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian 

utama Kepala Perangkat Daerah (bertanggung jawab).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian 

seluruh pegawai. 

 

 

PENYAMPAIAN LKIP KE JPT 
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3.3.3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan 

dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. 

 

 

 

 

 

3.3.4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan 

dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai 

kinerja. 
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3.3.5. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam 

evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.  

 

Ilustrasi Provinsi ABC 

 

 

 

3.3.6. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam 

penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. 

 

Ilustrasi Provinsi ABC 
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3.3.7. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi 

perubahan budaya kinerja organisasi. 

 

 

 



- 81 - 
 

 

BAB V 

PEDOMAN PENYUSUNAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL 

Evaluasi kinerja internal meliputi self assessment oleh masing masing 

perangkat daerah dan evaluasi oleh Tim Sakip Pemda. 

5.1. Self Assessment Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah melaksanakan self assessment evaluasi akuntabilitas 

kinerja internal berdasarkan standar eviden. Tata cara self assessment adalah 

sebagai berikut: 

1. Login melalui https://kinerja.sultengprov.go.id/login atau 

alamat link penggantinya. 

2. Masuk ke menu “LKE” pilih “input eviden” 

 

3. Hasil self assessment akan diverifikasi oleh Tim Sakip Pemda 

4. Perangkat Daerah menindaklanjuti masukan dan saran hasil 

verifikasi Tim Sakip Pemda 

5.2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intenal Oleh Tim Sakip Pemda 

 

Tim Sakip Pemda melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal 

berdasarkan hasil self assessment perangkat daerah dengan prosedur sebagai 

berikut: 

1. Login ke Aplikasi SALIARA  

2. Melakukan verifikasi dan memberikan saran masukan terhadap hasil self assessment 

perangkat daerah 

3. Melakukan penilaian atas hasil perbaikan self assessment perangkat daerah 
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5.3. Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 
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5.4. Eviden Penilaian Evaluasi Kinerja 

Standar Evidence Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 

 

4.1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (pemenuhan) 

4.1.1. Terdapat Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 
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4.1.2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Telah Dilaksanakan pada 

Seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah 

 

 

 

 

 

4.1.3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Telah Dilaksanakan 

Secara Berjenjang. 
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4.2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Telah Dilaksanakan 

Secara Berkualitas dengan Sumber Daya Memadai (kualitas) 

 

4.2.1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah Dilaksanakan sesuai Standar 

 

 

 

 

4.2.2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah Dilaksanakan oleh 

SDM yang memadai  
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4.2.3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah Dilaksanakan 

dengan pendalaman yang memadai. 

 

 

 

 

4.2.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah Dilaksanakan pada 

seluruh unit kerja/perangkat daerah. 
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4.2.5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah Dilaksanakan 

Menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) 

 

 

 

 

4.3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam 

Efektifitas dan Efisiensi Kinerja (pemanfaatan) 

 

4.3.1. Seluruh Rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Internal telah ditindaklanjuti 
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4.3.2. Telah terjadi peningkatan implementasi sakip dengan 

melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi 

akuntablitas kinerja internal. 

 

PROGRES CAPAIAN NILAI SAKIP PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

 
 

 

4.3.3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Telah Dimanfaatkan 

Untuk Perbaikan Dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 
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4.3.4. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Telah Dimanfaatkan 

dalam mendukung Efektifitas dan Efisiensi Kinerja 

 

 

 

 

4.3.5. Telah Terjadi Perbaikan dan Peningkatan Kinerja dengan 

Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 

 

 

 

 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

 

    

 

RUSDY MASTURA 

 

 

 


